SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- a. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan

pengaturan terhadap terjadinya bahaya kerugian dan
gangguan dari suatu kegiatan usaha baik orang pribadi
maupun badan hukum terhadap masyarakat dan kelestarian
lingkungan ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
khususnya Retribusi Daerah, maka perlu diambil langkah-
langkah guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli
Daerah tersebut dengan mengintensifkan sumber pendapatan
daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di



10.

1.

Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah
Cair;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985
tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi
Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman
Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
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13.

14.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987
tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan jangka waktu
terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder
Ordonantie) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992
tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan
Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) /
HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam
Kawasan Industri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992
tentang Tata Cara Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (
IMB ) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO bagi
Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan
Industri ;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43) |

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 200
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 55) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Balangan;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan:

Bupati adalah Bupati Balangan;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Balangan,

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;

lzin Gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
hukum di lokasi tertentu yang melakukan kegiatan usaha, baik karena
sifatnya maupun bentuknya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan
gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Retribusi lzin Gangguan adalah retribusi untuk jasa pelayanan yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk
memperoleh izin.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas .
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan
daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.



10.

11.

12.
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15.

16.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut
peraturan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah
Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan
pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
bunga atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di
bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian
lingkungan harus mendapat izin dari Kepala Daerah ;

Dalam pemberian dan penerbitan Izin Gangguan Kepala Daerah dapat
melimpahkan kewenangan kepada SKPD yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang Pelimpahan.
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